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Inithe beg/nmng, the society on/}/ Uﬁcfersfand the cancepf of com fceni'ional bankmg sysfem ﬁawaver as..
the society demands changes the banking system diverse creating new banking system that employ the
Mosiem Syari'ah system. The Syari el sysiém /s based on the provisions of Al-guir-an dan Al-hadist which
differs from conveniional banking. Thes ystem mﬁ‘erences bebween Syariah banking and conventional
banking require separates regulatory. The exisience of f Svarlah banking are based on Law No. 10 year
1998 on theamendment of Law No. 7 Year 1992 on banking and Law No. 3 Year 2004 on theamendmeni
of Law No.-23 Year 1999 on Bank of Indonesia. The regulstions areconsidered to exercise dual banking
system which mean that the regulaiion sccommodate bolf the conveniional banking system and Syariah
Banking system,One of many means {o s=ttle dispute in the Syariah banking business are peace resolu-
tion throtigh National Syari’ah (Arbitrase Syariah Nasional or BASYRANAS) established by the go VErTi=.
ment through Dewan Syariah Nasional Majelis (ama Indonssia (DSN-MUT), nevertheless, in real prac-
tice the dispute settfement are not supported by a sufficient law and regufation that provide procedure of
dispute settlement through the BASYRANAS. Syarish arbiirations still uses Law No 30 Year 1899 m
Arb/fraz“/ans and Afi‘emaum Dlspute sezz‘/emenf as legal ground for dispute sett/emenf

H@y~ W@rﬁ’g Arbffrase Syariaf.

APSTRAMSE '
Pada mulanya masyarakat lebih i:saﬂyar( mengenal konsep perbankan melaluij sistern konvensional tetapi
kemudian berkembang dengan sistem yang mengacu pada prinsip-prinsip syari‘ah dengan landasan
peraturan pada Al-quiran dan Al-hatlist. Sistem terssbutlah vang membedakan perbankan syariah dengan
perbankan konvensional, sehingga menuntut adanya peraturan yang khusus bagi pelaksanaan bisnis
syarizh. Keberadaan pemanifan syariah di dasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahaan
Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Peraturan tersebut dinilal menganut dual banking systemyaitu
mengakomodasi sistern parbankan konvensional dan perban%:an syariah terutama dalam dunia perbankan.
Salah satu cara dalam penyelesalan perselisthan dalam bisnis perbankan syariah vaitu dengan cara
perdamaian melakui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYRANAS) yang telah dibentuk oleh pemeriniah
melaiui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tetapi kenyataannya keadaan
tersebut tidak dibarengi dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan vang khusus dalam rangka
penyelesazan persehs;haﬁ melalui badan arbitrase tersebut. Landasan hukum arbitrase syariah masih

mengacy pdtid OO MO B0 TannTIoss Lehlang ArDivase Gan ARRMalll Fenyaesalan sengkeia,

{ata lunch: Arbitrase Syariah,
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L PENDAHULUAN

Perkembangan pﬂrelfonomzan ciunza saai: 5

- inisudah semakin pesat dan txdakterasa tetah B
- “memasuki era g!obaltsas% dimana semua_- _
~‘informasi dari- seluruh belahan. dunsa ‘dapat
S .ciiterama dengan cepat semng dengan kema;uan “
i teknologt Perubahan deri perubahan terus

berguliv yang pada akhirnya menimbulkan pula
permasalahan baru, pembahan tersebut terus

bergerak ke arah modernisasi baniuk, maksudnya'_' _
hal yang dahuiu sebenamya ada dnmedlf‘ kasx =

kembai; sehmgga terlihat baru, -

S;stem Perbankan Isiam merupakan
tatanan perekonom;an yang - bergerak ber-
dasarkan dmamlka dan motivasi dari Al- Quran
dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, Perbankan

Islam lebin dikenatdengan sistern syari‘ah, yang .
pada saat ini sudah dalam dunia perbankan.

Selktor perbankan memiliki posisi yang strategis
sebagal suatu lembaga intermediasi yang
menunjang perekonomian nasional ditengah
keterpurukan dunia perbankan saat ini akibat
baryaknya kredit macet yang melanda bank-bank
nasaonat dan swasta, Se;aian dengan upaya
restrukiurisasi perbankan yang sedang berjalan
saat ini, maka muncul ide/pemikiran untuk
mengo‘ptimalkan fungsi sistem perbankan
nasional melalui sistem perbankan syari'ah, yang
terbukti pada saat perekonomian nasional
memb_ufuk, banl-bank yang memakai sistem
perbankan syari‘ah masih tetap bertahan dan
semakin maju dibandingkan bank-bank yang

i
mpmn[r:u md’@m 2= ?k“”‘ 1 ! Qnm...umu Feits

- 'yang notabene merupakan umat Islam, meng-
- anggap bahwa bank konvensional mengandung
 riba sehingga menimbulian ketidak tertarikan bagi -~
- ':sebagzan measyarakat, khususnya umat Islam -

- untuk Tmenyimpan uangnya maupun meminta .-
'-kredstdl bank yang memakai sistem perbankan S

konvensional. Sejak diberlakukannya UUNo, 10 -

Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan

_dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun
119089 sebagaxmana telah diubah dnegan Undang- :
~+ Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indone-
sia; sé_%ta_ sejumiah ketentuan pelaksanaan dalam
béntuk SKDireksi BI telah memberikan landasan
“hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang

lebih luas bagi pengembangan perbankan syari'ah
- di Indonesia.

Timbuinya ide untuk mendirikan Bank
syari'ah ini pada tahun 1550 dalam lokakarya MUI,
dari peserta sepakat untuk segera mendirikan
bank syariah. Pada tahun 1992 di lakukan
pengenalan “dual banking system” dengan
didirikannya Bank Muamalat sebagai bank
syari'ah , yang pendiriannya didasarkan pada UU
nemor 7 tahun 1992, Pada tahun 1998 Bank In-
donesia mengakui keberadaan bank syari'ah dan
pank konvensional, dan diperkenankan untuk
membuka kantor cabang syari'ah.

Tetapi kemudian timbul masalah atas
keberadaan perbankan syari‘ah tersebut karena
secara tegas dalam UU No. 10 Tahun 1998
tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai

Beralihnya keparcayaan masyarakat
sebagai nasabzh, terutama terhadap nasabah

wimrcaradarriritera tEnba TerERan syl an
tersebut. Juga jika terjadl sengketa yang
berkaitan dengan keberadaan perbankan syari'ah

GLORIA JURIS, Volume 7, Nomor 1, Januari - Aorit 9007: 57 - 70




- _lf'tersebu_; _ Waiaupun teiah dltentukan bahwa}-

'i_aka_ itembu] kendaia daiam peiaksanaannya 3 :_-_: :
Bagasmanakan snstem perbankan syan ‘ah yang' '

:dzjalankan dl IndeneSIa 7 Se;auhmanakah
yang berkaitan dengan perbankan syari ah

khususnya: melaiw ‘Badan - Arbatrase Syan ‘ah
Nasuonal? - AN :

m-'____'__PEMBAHASAN Ay
A, Sistem Perbankan Syaraah ﬁan g
E%(snstensmya ¢ Endames&a
Perkembangan peraturan hukum yang
mengatur tentang perbankan di Indonasia mulai
mengalami kemajuan/perkemhangan saiah
satunya adalah adanya aturan yang menyebutkan
tentang bank yang menjalankan kegiatan
operasionainya berdasarkan 'p'r'insi;:a"'prins'ip
syariah (agama Islam) Hal ini. menumukkan
bahwa .pemerintah menyadan sepenuhnya
bahwa umat Islam sangat menghendak: adanya
bank yang dalam menjalankan -kegiatan
perbankan tanpa bunga, karena bunga bagi
agama Islam adalah haram.
- Eksistensi bank syari'ah di Indonesia
secara fakfuai ferys menguat haik. dari seql

'.:____-___"'Uhdah.g Nﬂm :
' donesia sebaga_amana telah diubah dengan___

: .:Undang Namer 7Tahun 1992 i'entang Parbankan :. .
_ _sebagatmana teiah d:ubah dergan Undang—:_*---_' B
= -:Unda' g__?\iomor_m Tahun i998, yang kemudian'--:{-

ot rkuat dengan adanya Undang.
3 Tahun 1999 ientang Bankl

':'"3"'-'E.Undang-Undang" Nomer 3 Tahun 2004, yang'-_-' L
-~ gmemungkmkan dﬁ:erapkannya kebuakan moneter o

: berciasaskan prinsip- prmStp syarlah ﬁebaga SN

' _"mana dzatur daiam Pasai 1 angp:a 7 dan Pasal 11 o
' uu No 23 Tahun 1999, BRI

Sedikatnya ada empat hal yang men;ad; 1

'tujuan pengembangan perbankaﬂ vang . ber{'-' -

dasarkaﬂ pﬂnsm syari‘ah (Islam), yaitu :*

1o Memenuhl kebutuhan jasa perbanian bag[ _
L -masyarakat yang ttdak dapal menerima

konsep bunga; - ' : ;
2o .anc:ptanya dual bankmg sisterndi Indo—:'
- nesia yang mengakomuodasikan perbankan
- kenvensmnai dan perbankan syariahyang

) akan me!ahirkan kornpetist vang sehat dan ;
'-pen]aku b:sms yang berdasaikan nilai-nifai
j '-=_-._mora! y

: 3 % Mengurangl risiko ssss:emnk dari kegagatan

: ssstem keuangan di Indonesia;

4. mendorong peran perbankan dalam
menggerakkan sektor til dan membatasi
s;sékuiési ‘atau tidak produktif karena
pembiayaan ditujukan pada usaha usaha
vang berfandaskan nilai-nilai moral.
Krisis ekonomi vang terjadi sejak akhir

1957 menumukkan bahwa bank yang bermpafasu

kelembagaannya maupun landasan operasional-
nya, terutama sejak diberlakukannya Undang-

mem;i; i kznena Iebnh baik di i:engah ga;ataﬁ nilai
tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini
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- .'dapat d;hhai: pada aﬂgka MPFS (ﬁ/on P@fﬁﬁmmg. .

' '.r’:mancmgs) yang lebik rendah dsbandmg sxstem-_ﬁ
o .’_konvensmna} ’czdak adanya negai?/espread dani_" _
S konsystﬁansmya daiam meﬂ;a?ankan fungsri" .
_ nté:nﬂedlas' r’enyataan %@rse:»éjl,ae, dsécapang al@h KTERS
P ar"}ft"" i ’ak_e_ rasi banksyan ‘ah 'yaﬂg melai‘angf_ B

R '_"adanya bﬂnga"(rsba), transaksi. yang bersifat =
"-tldak transparan {gharar), dan spekui zf :

(maysxfj 2 ndang- Undang No, 7 i:ahun 199230
_Undang Undang No. 10. Tahun' 1998 aeni:ang
Perbaﬂkan dan Uﬂdang Unc:iang Mc 23 Tahun
'1999 jo.. Undang Undang No. 3: lahun 2004
'Leni:anc' Bank Incionﬂsza memadi era baru bagi
perbankan’ syar; ‘ahdi Indonasia, waiaupt,,n dalam
:peraturan fersebut ternyata menerapkan sistem
perbankan ganda atau gua/ Jankmgsvsfem yaitu
penggunaan parbankan konvensional dar syariah
yang berjalan secara paralel.® Namun demikian
jumlah bank dengan sisterm syari'ah tetap tumbuh
dengan pesat yang pada tahun 1998 hanya satu
bank umum syari‘ah dan 78 Bank Perkreditan
Rakyat Syari'ah (BPRS), kemudian pada alkhir
tahun 2004 menjadi 3 bank umum syasi'ah, 18
Unit Usaha Syari ‘ah clan 88 BPRS dengai jumiah
jaringan kantoy (neﬁvan{) sehaﬂyak 443 kantor
yang tersebar di 20 provinsi. - - '

- Istileh fain yang sering digunakan untuk
Bank Syari'ah adalah Bank Islam, tetapi dalam
Ut No. 10 Tahur 1998 tidak ada menyebutkan
tentang Bank Islam, yang ada hanyalah sebutan
bank dengan prinsip syari’ah (Pasal 1 angka 3
dan angka 13).

* menghimpun dana dari riasyarakat dalam bentuk
_'SImpanan, dan ﬁenyaiurkannya kepada masya»;‘- o

rakat dalarn bentuk iredit dan atau bentuk-bentuk
o }amn\;& dalam rangka memngkatkan taraf hsdup- i
' :rakwat hanyak” Seiangutnva Pacal 1 angka gy
~No. 10 Tahun 1998, menyebutkan tentang =

penaeman prmsnp syariah yauu i
- Apran perjanjian berdasarkan fukum Is#'___-
iam antara, bank dengan ‘pihak lain untuk

penyzmpmnan dana dan atau pembxayaan L

k@giatan usaha, aial- keglatan lainrya yang'
dusesuaa&an dengan syari‘ah, antara lain
pembzayaan dmgan prinsip bagi hasil (mudha-
rabah), pemblayaan ‘berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli
barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau dengan adanya pilihan
memindankan kepemilikan barang yang disewa
dati pthak bank oleh pihak lain.”

Dalam -beroperasi, Bank Svari'ah menganut

prinsip-prinsio sebagai barikut:

L. CPrinsis Headilan,

~Prinsip ini tercermin dari penerapan'

“imbalan ‘atas dasar bagi hasil dan
pengamb[ian maigin keuntungan yang
disepakati bersama antara Bank dan
Massbah

2 Prinsip Hamitraan.
Bank Syaii'ah menempatkan nasabah
penyimpanan dana, nasabah pengguna
dana, maupun Bank pada kedudulan yang

E} (1 L lean o h A EL L BE
& ﬁ“f”.ﬁ‘ .f"’;“’“éﬁg‘ TEVT et ¢ AT Tt 3 H

10Tahun 1938 menyebutkan bahwa yang dissbut
dengan bank adalah “suaiu badan usaha vang

mmerdarsedersfat dergEn it osah
Hal inf tercermin dalam hak, kewajiban,
resiko dan keuntungan yang berimbang <

)
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. antara nasabah penylmpan dana nasahah
-_-__pengguna dana maupun Bank. Daiam hai
L ini bank
insmuffon !ewat ski
: :r'yang dimahkmya
43, prinsip Keterbukaan.

o Melalui. Iaporan keuangan bank yang_

" terbuka secara. berkesmambungan,
_-'_3'_:__'-ﬂasabah dapat. ‘mengetahul tingkat
: 'keamanan dana dan kuaha.as manajamen
: :_::_:--_:bank gy, o
4 Umwemir&as Yy
_ _.Bank dalam mendukung og}eraszonainya
tzdakmembeda bedakan suku, agama, ras
-dan, golongan agama dalam masyarakat
;-dengan prinsip Islam sebagas rahmataﬂ
lalamiin, .. o AW
Sistermn Perbankan Syari'ah memlhki ciri-ciri yang
berbeda d;en_gaa bank konvensional, antara lain:*
a.. ::Beban biaya yang disepakati bersama
- .pada waktu akad perjanjian diwujudkan
. .Idalam_ bentuk jumlah yang nominal, yang
.. besarnya tidak kaku. Hal ini sesuai dengan
_Algur'an Surat Al - Bagarah Ayat 280,
b. Penggunaan persentase dalam hal ke-
_wajiban. untuk melakukan pembavaran
- selalu dihindarkan, karena persentase
bersifat melekat pada sisa hutang meski-
pun batas waktu perjanjian sudah berakhix
c.  Di dalam kontrak-kontrak pembiayvaan
proyek, bank Isiam tidak menerapkan
perhitungan berdasarkan keuntungan yang

berfungsa sebaga; fna‘eﬁnedfafy_'
m-skim embiayaan o

e :_yang dibtayal a!eh bank hanya Aiah S\J\ff‘__lf' S

g d Bank Syaﬂ ah tzdak:menerapkan JUai bel;:;f _ |
: auang dari mata. uang G

= dan sewa-m .
-yaﬁg sama, yang darl. transaks; ztu dapaL S
menghas;ikan keunmngan : : '

- beriugas mengawasi operasionalisasi bank
s ._;ﬁaﬂ sudut syara ahnya :

L :Kareﬂa sﬁatnya yang berdasarkan -
syar:ah maka pmduk produk perbaﬂkan :
syari‘ah _tada_k_d_tpe_rkenankar_q menerima bunga,
Akan tetapi, -jika ada keuntungan maka hasil
ters_ébuﬁah_yaﬁg dibagi antara bank dengan pihak
nasabah. Selain itu, produl-produk dari bank
syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran
Islam yang melarang riba. Beberapa produk
syari'ah memang ada counterpart -nya dalam
produk bank umum, Bahkan beberapa prinsip
dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang
dan.ini memang merupakan konsekuensi dari
pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu
sendiri. Di antara prinsip hukum perbankan yang
tidak berlaku bagi bank syari‘ah adalah menjadi
pamegang saham pada perusahaan lain vang
diblayainya sendiri, menjadi pembeli barang
modal barang atau perdagangan uniuk per-
usahaan atau orang lain.

- Pagal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1598
tentang Perbankan menentukan bahwa “Usaha
Bank Umur dalam menyediakan pembiayaan

pasti-{ivedretormy-yang-ditetapkamrd
muka, karena pada hakekatnya vang
mengetahul untung ruginya suatu provek

eI R L EG R N GO LT NI T T
perdasarkan prinsip syari'ah ditetapkan dengan
katentuan Bank Indonesia . Kegiatan usaha vang
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3 dalakukan Bank Umum dengan menerapkan
- prinsip syari‘ah, dzrmcx Eeblh lanjut dalam Pasal

- 2dan Pasal 29_Surat Keputusan Dzreksa Bank In- .

L 32/34/KEP/DIR.

o _ ria'ah 'memaiankan %:aga aspek

e -keg;atan yaitu kegaai:an perbankaﬂ perdagangan

dan investasi. Keg:atan ‘yang dapat dliakukan

daiam mengeperas;kan ‘bank’syari'ah harus
sesuaz dengan keLentuanmketemuan yang berlaku,
sama hainya dengan bank konvensional, produk
perbankan yang ditawarkan bank syariah pun
terbagi kepada dua bagian produk yaiiu : produk
pengerahan dana dan produk penyaluran dana,

Dalam membuat perjanjian pada perbankaﬂ

syari'ah, harus dl_perhattkan beberapa asas yang

harus dipenuhi menurut hukum Islam, vaita s

1.7 Darisubjek akad yaitu para pfhak vang

- “membuatperjanjian.
a. . Para pihak harus cakap melakukan
© " perbuatan hukurm, artinya orang dewasa
“dan bukan mereka yang secara hukum
“berada di bawah pengampuan atau
‘perwalian. Seseorang yang belum dewasa
atau berada di- bawah pengampuan/
' peiwaizan di dalam melakukan parjanjian
wajib -diwakili oleh wali atau peng-
ampunnya (curator).

b.  Identitas para pihak dan kedudukannya
masing-masing dalam perjanjian harus
jelas, apakah bertindak untuk divinya
sendiri atau mewakili sebuah badan
hudeum,

- "_-donesm Nsmor

2. Dari segi Tujuan dan Objek akad
s D'is_'ebu'tkan'-f,é,ecar’a'jfeala__s i_:ujg’!ar’a dari.
- :'_-'-dihu'ai:'ﬁya'aliéad tersebut, misalnya : juai-

"fiae!f, sewa- menyewa bag; has;i daﬂ_gﬂ ._
L seterusnya yang teiah dgeiaskan oieh_}-"'__. T

.a]aran Isiam, e

b. " Sekalipun ‘diberikan E\ebebasan dalam

' menentukan objek akad, namun jangan -
'sa_mpa_i":mfenfentukan suatu objek yang
" dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau

Urf (kebiasaan/kepatutan) vang sejalan

dengan ajaran Islam. Dengan kata lain,

objek akad harus Aalafdan Thayyib.
3. Adanva kesepakatan, dalam hal yang
berkaitan dengan: wakiu perjanjian, jumlah
dana, mekanisme kerja, jaminan, penvelesalan,
dan o_bjek vang diperjaniikan.

Dalam  sistim perbankan syari'ah, bila
terjadi kemacetan/ benunggakan angsuran dalam
jual ‘beli, atau tidak adanya bagi hasil dan
angsurannya dalam akad bagi hasil, maka pihak
barjk fidak langsung menjatuhkan sanksi denda,
atau ‘mengubah akad secara sepihak dengan
melakukan 7off over (perpanjangan) plus mar-
gin, atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya
ketentuan sepihak bank. Untuk menghindari
adanya tindakan sepihak yang dilakukan pihak
bank terhadap nasabahnya, pihak bank syari’ah
harus mencari tahu terlebih dahulu penyebab
yang mengakibatkan terjadinya penunggakan
atau kemacetan tersebut secara objekiif, dan bila
sudah diketahui penyebabnya, apakah karena

c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk
kebaikan haius disebutkan dengan jelas
dalaim akad.

force majeur (keadaan yang terpaksa) terhadap
kegiatan usahanya atau karena kelalaian,
kebohongan/ketidak jujuran dan atau kenakalan

&2
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R aasabah ttu sendlrr, se’ceiah dikei:ahw gaenye-i
- 'jbabnya baru d:tentukan cara yang terbask bagf o
- kedua pihak yaitu pihak bank syari‘ah’ dan
':j'nagabahnya berdasafkan kesepakatan rsama- e
" Demikianj juga dalam penjualan barang j jaminan, - g
ﬁ_apabtia terjadz kagagaian da!am pengembahan e

) '3pamb1ayaan, dmyatakan da!am akad meEa]u;-'
S !elang atau harga standar/wajar yang dlagunkan'

: _tersebut apablla nsiamya ieb:h tmgg;/lebxh basar

- dari. 515a angsuran yang harus d!seiesalkaﬂ, maka -

s:sanya Wa]!b dlkembaiskan kepada nasabah

ke‘centuan ini juga: d:iakukan oleh bank kon-

venssonal

B, ?eﬂyalesasan Sengketa Vaa‘ag
Rt gerkastan @engan Masazlah
- Perbankan Syarizh Melalui iﬂemba;ga
Arbitrase Syariah. -

- Seperti yang telah dijelaskan r:@.abell.lnfmg,la
keberadaan dua sistem perbankan yang
berkembang secara paralel dan mempunyai
hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain
akan menciptakan diversifikasi risiko keuangan
secara beragam, yang akhirnya dapat me-
ngurangi probiem risiko sistemik pada saat terjadi
krisis keuangan. Artinya pengembangan bank
syari'ah dapat meningkatkan ketahanan sistem
perbankan nasional. Namun di sisi lain, dalam
operasionalnya, dapat membawa konsekuensi
terjadinya benturan hukum vang disebabkan
adanya perbedaan vang prinsip antara ketentuan
hukum yang berlaku bagi bank konvensional

Aﬂn/‘l“‘ﬁn Inemenl) 129
e :’Lﬂiiwuill\ Qyuliuiﬁ

: terbatas sehmgga dapat menghambat pez . -
'-:kembangan perbankan syari‘ah itu. Dalam hal o
Sudin _Haron b@rpandapat bahwa “Isfamzc-_-_ e

hukum postttf adaiah yang dibuat o!eh atorstas _;gj’_ i
K -kewenangan atau pemermtah dari: suatu negara ' 
- Di'negara-negara ‘muslim, bank syan ‘ah

. dsiaksanakan dalam bﬂrbagal tmgkatan dengan .

keteﬁtuan yang terbatas atau non eksis (sepe“tn
di A!gena dan Maroko), berdampmgan dengan
Sistem banl konvens:onai {sepertidi Mesir dan -
negara n_egara teluk/GCC), ateu yang di-
laksanakan secara menyeltruh menurut prinsip
syari'ah (seperti Pakistan dan Iran).¢

. "Dalam praktek perbankan peraturan
perundang-undangan di Indonesia cukup
memperhatikan prinsip- prinsip syari‘ah karena
xonfigurasi politik vang demokratis dan produk
hukum yang responsif terhadap perkembangan
perbankan syari’sh. Namun pelaksanaan dua/
banking systemn akhir-akhir ini mulal banyak
diperianyakan oleh banyak kalangan, bail prakfisi,
akademisi raupun masyarakat pengguna jasa
perbankan syaii’ah. Undang-undang yang ada
dinilai belum culwp untuk mendorong percepatan
perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia
dan oleh karena itu ada keinginan agar perbankan
syari'ah diatur secara lebih vindi daripada aturan-
aturan parbankan vang ada selama ini , meskipun
tetap dalarm koordinasi satu otoritas, yaitu Bank
Indonesia,

Peraturan perundang-undangan yang
mengatur perbankan syari‘ah masih sangat

Peader-tahaparrtransakstyang-torieit
dengan perikatan antara bank dengan nasabah,
perikatan dilakukan atas dasar hukum perjaniian
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o :sebaganmana diaturdalam Kntab Undang Undang; _
:'_'-:Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab. Undang -
. 'Undang Hukum Dagang (KUHD) dan hukum.f"-
"'perdata pos"f._f-_yang lamnya D| lain phak L
: '__'.'j_-:_'perkembangan bank syari‘ah- tsmbui kaidah-
- -_f"ka_ _a'h'atau prtnsnp pengaturan baru dalam aspek.-_

. keglatan usaha bank yang diadop5f dari hukum

o -Isiam yang- mengatur hubungan hukum -para

_pengguna Jjasa perbankan Syari‘ah. tersebut
'(nasabah)dengan bank syarl ‘ah yang ber-
sangkutan Hukum syari ah dalamkegiztan usaha
bank’ yang telah dnpraktekan seperti prinsip bag|
hasii (Muaharabahdan Musyarakah), prinsip jual-
beli (Murabahah, :Salem, Istishna), sewa atau
sewa-beli (iarah dan Liarah Muntahya Bitamiik)
. dan prinsip-prinsip syari'ah lainnya, serta aspek
lain .dalam-manajemen bank vang terdiri dari
pemilik dan.pengurus atau dukungan ke-
lembagaan yang terkait dengan peradilan,
arbitrase, dan lembaga pengawas syari‘ah,
haruslah diatur dengan peraturan yang khusus
menangani masalah-masalah yang berhubungan
dengan bank syari‘ah tersehut.

Dalam praktek perbankan syari‘ah, dapat
terjadi suatu sengketa bisnis. Seperti diketahui
dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No.
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan
Agama, disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan ekanomi syari'ah adalah perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut
prinsip syari'ah, yang melipugi ; Bank syariah,

- pembiayaan syari'ah, pegadaian syari‘ah, dan'a}"'f_-'

'pens;un keuangan syari'ah, bisnis syariah, dan’
5 ]embaga keuangan mikro syari ah -yang di da}am._'__':-._' )
usaha usaha tersebut ketska dloperaSIRan sangat_: Ty
rawan. akan ter}admya permasalahan pers 7
:'_masalah yang meixbatkan antar pelaku usaha:-._.__:
tersebut, terutama bagi para pelaku usaha yang. - -

bergerak pada bisnis perbankan syari‘ah:

. Berdasarkan latar belakang di atas, maka~ -

kepentingan untuk membentuk suatu lembaga '_
permanen yang berfungsi dalam menyelesaikan -
kemungkinan terjadinya sengketa (setelah cara’
damai dan musyawarah tidak tercapai )sangat
diperlukan, dan salah satunya seperti yang
dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUD)
melalui Dewan Syari‘ah Nasional sebagai suatu
badan yang selama ini turut mangawasi jalannya
kegiatan-kegiatan/operasional bank sehari-hari
agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan
syari'ah, yaitu adanya suatu badan atau lembaga
arbitrase yang dapat menangani dan menyelesai-
kan sengketa-sengketa dalam bisnis svari‘ah
tersebut, yang dikenal dengan Badan Arbitrase
Svari‘ah Nasional,

Kebebasan para pihak uniuk memitih
penyelesaian sengketa, ini merupakan prinsip
kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem
hukum perdata Indonesia. Pasal 1338 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
menyatakan : (1) semua perjanjian yang dibuat
sesual dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

e e R e T e U S RV T | D T RN T E
syari'ah, obligasi syari'zh dan surat berharga
berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari‘ah,

{£) Perjamian ini tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan keduz belah pihak atau
karena alasan-alasan vang ditentukan oleh
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-undang undang, (3) Perjan};an harus di-

laksanakan dengan baik.

Dar: ketentuan pasal tersebut dapa%:- _
dssxmpuli{an bahwa dalam per]anglan :(UH-_-_.
~ ‘Perdata; menganut sistem “terbuka’, ar’cmyai-”
- Sﬂtiap orang b&bas untuk membua‘c peqam.an.: '

tentang apapun Juga ‘termasuk masaiah ist '

(matert) dari perianjian tersebut serta masaiah

yang mmﬂyangkut bagalmana cara menyeiesankan _

perselisihan yang. terjadi atau mungk;n dapat
terjadi diantara para pihak, sepanjang pem-
buatannya sesuai dengan ketertsban umum dan
atau kesusilaan.’ : :
Se}aian dengan berlalunya sisiem atau
asas tersebut, dalam Pasal 16 Undang-Undang
No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman disebutkan;
(1} Pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; (2)
* ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menutup usaha penvyelesaian perkara
perdata secara damai. Dari ketentuan ini
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH
Perdata tersebut di atas, jelas secara implisit
bahwa keberadaan suatu lembaga yang ber-
tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang
“terjadi atau mungkin dapat terjadi diantara para
pinak yang mengadakan perjanjian, sepanjang
hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak,
secara sah diskuidan dsimdungl oleh htkum yang

l =R ]w\m “

= Lt g pery PRIy

Badan Peradilan) salah satunya dakenal dengan
istilah Badan Arbitrase,

- Avbitrase ‘ini ‘merupakan salah satu

" mekanisme penyefesalan sengketa alternatif, -
disampmg ‘ada’ mekamsme iamnya sepertt L

' Medt&su, Pemiaian Ah!: Rekons;hasn dan-

S sebagamya Pemihhan badan arbltrase sebagau-'- i
--_aﬁtematif peﬂyaesaiaﬁ sengketa d;sebab&an;_- o

adanya beberapa aiasan ‘antaralain : :

i r--Kemgtnan untuk pengambttan keputusan_ :

s ryang cepat guna menyelesaikan per-

- selisihan yang terjadi; o

P -Keputusannya final-dan mengikat bag:
“para pihak yang bersengketa,® sehingga
tidak dapat diajukan banding vang
membuat suatu masalah menjadi berarut-
farut,

3. Keputusan diambil oleh orang-orang yang
ahli dibidangnya;

4. Terjaminnya kerahasiaan dalam proses
penyelesaian;

5. Mekanisme penyelesaian yang spesifik,
unik, sesuai dengan spesifikasi dan
keunikan dari sengketanya.

8, Persidangan arbitrase bersifat tertuiup;

7. Proses beracara tidak terlalu formal dan
fidak terlalu kaku;

8. Dapat memilih para arbiter (orang yang
nantinya diangkat sebagai “wasit” /
anggota badan arbitrase) berdasarkan
keahliannya;

9,  Arbitrase tidak mengenal istilah “pre-
seden” atas putusan arbitrase se-
belumnya.

urttulk memilih cara penvelesaian sengkela yang
mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian,
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-maka daiam membuat dan menandatangam

_peajanglan, perlu dlperhai::kan ketentuan: yang-
B '_tercantumda!am Pasai9ayat(1) c!an (2) Undang~-
__Undang Na 39 Tahun 1999 teni:ang Arbltmse dan_-
' Aitemat;f Penye!esazan Sengkeiz yang dmyatakan_- oo
' '_-'bahwa 1) dalam hai para pmak memihhi L
'penyeiesalan sengketa meiafus arbutrase setefah_

sengketa teijacil, persetajuan meﬂgenas nal
tersebut hams dlbuat ﬁaiam sua'm p@mamﬁan
teri‘ulzs yang dﬁanﬁatangam @Eeh a:aara
pihak; (2) dalam hal para pthak t:ciak dapat
menandatangani perjaniian tertulis sebagatmana
dimaksud dalam ayat (1), perianjian tertulis
tersebut harus dibuat dalam bentuk akta
notaris.

- Dalam penyelesaian sengketa bisnis
syari‘ah, baik untuk sengketa pada perbankan
syari'ah atau usaha lainnya, pada saat ini telah
dibentuk suatu badan arbitrase khusus yang
menangani perselisihan atau sengketa dalam
dunia bisnis syari‘ah tersebut vaitu Badan
Arbitrase Syari’ah Nasional yang kemudian
disingkat dengan BASYARNAS yang dibentuk paca
tahun 2003, menggantikan badan sebelumnya
yang bernama Badan Arbitrase Muarnalat Indo-
nesia (BAMUI) yang digagas oleh Majelis Ulama
Indonesia pada tanggal 21 Oktober tahun 1993,
Pelaksanaan penyelesalan sengketa melalui
badan arbitrase, khususnya melalui Badan
Arbitrase Syari‘ah tidak selalu mendapat respon
yang positif bagi kalangan pelaku bisnis yang
mendasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah

R T A o |
5

Badan :Arbitrase syari'ah. Namun dirasakan . -
bahwa beran dan fungsi Badan Arbitrase Syari‘ah .
ini tidak optimal dan tidak memadai untuk =
: menye!esazkan setiap kasus pars‘ﬂfsman karena}_ : :
lembaga arbitrase d:anggap tidak memiliki daya
:_paksa untuk “nenyeret orang ke Pengadilan’
sehingga ada daya paksa bagi pihak-pihak untuke
melaksanakan kewajibannya dan'menerima hak-

hak_nya.__se_s_ual dengan aturan yang berlaku,

sehingga banyak juga orang yang tidak mau

perselisman ini dis:ai&saikan melalui badan
arbitrase.® '

Kendala lain yang menyebabkan para
pelaku bisnis syari'ah beranggapan tidak mudah
menjadikan lembaga arbitrase syari’'ah sebagai
tempat vang ideal dalam penyelesaian sengketa
adalah antara lain :

1. Keterbatasan keberadaan arbitrase
syariah di seluruh wilayah Indonesia,
karena tidak semua provinsi memiliki
Badan Arbitrase Syari‘ah.

2. Badan arbitrase tidak memiliki perangkat
atau dasar hukum untuk melakukan
penetapan sitz, pelaksanaan lelang atau
proses pengosongan atas sebuah ba-
ngunén sengketa.

3. Jika dilinat daxi sisi eksekust jaminan bank,
sesuai dengan Peraturan tentang Hak
Tanggungan, seperti seriifikat tanah yang
telah dibebankan hak tanggungan, tidak
periu diajukan proses gugatan, baaik
melaiul pengadilan maupun badan arbi-

fr R =t ey f et ] ‘;ﬂf ﬁu:a, ét'S'LN::L!IiI ;‘\GbUb
sengketa dibawa ke Pengadilan, masalah
perselisihan sering ditangani terlebih dahulu oleh

TralsE ey T e T Al penREn
yang sangat lama, namun terhadap Hak
Tanggungan tersbut cukup mengajukan
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permohonan peneiapan*z le!ang kepada;_'_;-;"f--:”
etu_a Pengad;ian__i\iege yan: a:!»;hlrny
_arakibat peran éfbadan asztraae dalal

iperiukan dan dapat dikesampingkan

o - Polemik: yang: terjadi- dalam penerapan -
_:.'.'praktik penyelesazan sengketa melalui. Badan_'f
o Arbttrase Syan ahini Juga dapatdslihat dengan_{_:
drberlakukannya Unr:iang Undang No 3 Tahun
' 2006 ten‘i:ang Perubahan Atas Undang Undang b
‘No. 7 Tahun:1989 teniang perad;[aﬂ agama yal’cu' :
“dalam amandemen Pasal 42 yang menyatakan -
'bahwa Pengadaian Agama bertugas dan ber-
“wenang memer lksa, memutus dan meﬂy@’
__'iesatkan perkara yang. berka;zan dengan ekmcmn_:_ -
syariah, Ha1 ini men;adu difematika tersendir bag;’
keberadaan Badan Arbltrase Syan ah Nasmﬂat ; :
(BASYARNAS) daiam menjalankan proses
penye!esatan_ se_ngketa _yang_ be;‘kastan._dengan :
bisnis syarf'ah seperii antara lain segketa dalam
perbankan syari‘ah atau usaha syariah lainnya,
karena sampai saat ini belum ada aturan yang
khusus dlbuat dan mengatur masalah arbmrase
syari'ah, sama halnya juga terhadap aturan
khusus vang mengatur masalah perbankan
syari'ah, karena selama inl operasional per-
bankan syari'ah didasari atas Undang-Undang No.
7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun
1698 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.
23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun

2004 tentang Bank Indonesia, paciaha! dalam

: :::dﬂ@ askan cebelumnya

: :"iesazan sengketa meia!u: i:iadan arb;trase, ba;k

;_--donesaa/BAPME) maupun Badan Arbitras

S@lama 1A, tata ca;’a prosedur penye~

adan i’_ajse bzasa (Badan Arbitﬁ‘ase Naszonai
IﬁdoneSta/BANI Bﬂdan As’bmase ?asar Medai In=

" Syari‘ah Nasional (Basyarnas) mas&h hernaungs--.t
: ".'pada Undang—Undang No. 30 Tahun § 999tentaﬂg L
% Ai'bii:rase daﬂ Altemataf Penyelesalan Sengketa G
: _sebagat !andasan operasmnainya _ ik
: 31ka demtk;an, dengan adanya amandemen :' L
_Pasai 49 Undang Undang Mo, 3 Tahun 2006_'};'- _
. tentang Perubahan Atas Undang Undang Mo, 7:

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tata cara . - .

: penyaiecaiaﬂ sengketa meiaiun BASYARNAS yang:'
-_masm meﬂgacu pada Undang- Undang No. 3{) Ll
: Tahtm 1999 tentang: Arbltiase dan Altematlf L
: -_Penyeiesasan Sengketa menjadi: %contraci:ktnf L
" karena dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999
‘tersebut, dinyatakan bahwa putusan, arbitrase.
.d:se_rahk_an_ atau didaftarkan oleh arbiter atau

kuas_anya képacia Panitera Pengadilan Negeri
seperti yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1),
dan di dalam ketentuan ayat (4) - nya disebutkan _'
jika tidak :dipenuhinyé ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tersebut, berakibat
putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

- Hal ini menjadi polemik tersendiri dengan
diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 terssbui, karena jika mengacu pada
amandemen Pasal 49, maka masaiah arbitrase
syariah (tentunya termasuk pelaksanaan puiusan

e

peraturan yang mengatur beroperasinya
perbankan konvensional, seperti vang felah

L P ind eomomom S oli R
LRV RS T LY ml}fuil d!i} HLRS tl‘j“u{ui 3

Pengadilan Agama, bukan lagi kewenangan
Pengadiian Negeri, walaupun secara teori dapat

PP T-orS R ey
R TR BT Y
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. Sa]a dzkatakan ttdak ada gaertentanga*a dalam e
'pemberiakuan ketentuan: fersebul (Undang-'

- .-Undang No 3Tahun 2006) meiatm penerapans-_;. -

hukumy yang kemudian/baru mengesampmgkan i

;" -'_hukum yang sebeiumnya, tetapu i:elap sa]a ada

hukum daiam penei‘apannya'secara;.

-~ Selain itu guga, Jlka %:erjadx sengketa'. :
mtemaslcmai dalam bnsms syari ‘ah, c:ui:nciang} .
perbankan tersebut maka akan: memmbutkan

!(@Stliitaﬂ ciaiam menentukan prosedur beracara

Jlka badan arbttrase mz dlgtmakan Oleh karena" '

jtu dan sxsa ke!embagaan dan landasan hukum

penyeienggaraan perbankan syari'ah pun peﬂu '

mendapatkan penyempurnaan atau dengan
pembentukan undang undang LETSEﬂdH'f yang
lebih 3etas dan tegas ‘Hal ini sebagai upaya

ant;szpass terhadap berbagai perrmasalahanyang,

mungkin timbul datam operasionalisasi bank
syar’ah maupun badan arbitrase syariah di
lapangan, sehingga ke depan diharapkan upaya
pengembangan pérbankan syari‘ah dapat
berjalan dengan baik, dan pengoptimalan Badan
Arbitrase Syari‘ah Nasional (BASYARNAS)
sebagai lembaga alternatif penyelesaian
sengketa dapat dijadikan sebagai lemibaga yang
bisa menjadi pilihan vang bebas dan ideal serta
mendapat jaminan oleh.undang-undang bagi para
pihak yang bersengketa dalam bisnis perbankan
syari'ah. - :

' dag:;at dj_]_akt_zkaﬂ d_eng_an cara musyawarahuntuk
mufekat, atau melalui melalui badan arbitrase,

yaitu: Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BA-

© SYARNAS). Penyelesatan sengkata melaluibadan -
_ 'arbltrase inl: dldaqarkan atas kesepakatan para_-._
. _'pmak meiaiu: per]anjran secara tertulis ataupun ' R
perjanjlan yang dibuat di hadapan Notaris,
_-Prosc\dur beracara vang dilakukan- Olah BA« B
-SYARNAS dalam menyelesalkan sengketa_--

ter:aebut dtdasarkan pada Undang-Undang No.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aitemataf '
Penyelesa;an Saengketa, vang dalam aturan-
tersebut ditetapkan bahwa segala putusan dari. .. -

suatu badan arbitrase harus didaftarkan ke:

) Pamtera Pengad;!an Negeri, padahal dengantelah.
'b.ériakuﬂy_a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 -

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya -

amandemen Pasal 49 vang memberikan ke-
wenangan kepada Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan sengketa vang berkaitan dengan
perekonomian syari'ah yang salah satunya
termasuk bisnis perbankan syariah, maka terjadi
lkontradiktif antara 2 (dua) lembaga peradilan yaitu
Peradilan Umum (Pengaditan Negeri) dan Peradilan
Agama (Pangadilan Agama). Hal ini dapat
menimbulkan pertentangan kepentingan terhadap
oenanganan dan penyelesaian parselisinan vang
terjadi dalar bisnis perbankan syariah,

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional ini
masih relative baru belum lama, dan belum ada
undang-undang yang mengatur khusus tentang

Bahwa penyelessasan masatah perselisihan
atau sengketa dalam bisnis perbankan syariah

BadarrArbitrase-int seningga pada TS
penvelesaian sengketa dilakukan melalul
musyawarah.
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aksanaan tugasnya guna menye!esankan g

j__.peraturan perundang undangan yang_ i
. @n taupu - berl '.ku.% ' it
dibuat peraturan baru bagi. operasaona! i
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